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BAB II 

KONSEP KHIY<AR  DALAM JUAL-BELI 

A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, 

membangun عقد atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, 

menyatukan.
20

 Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat).
21

Sedangkan menurut Al Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau 

kesepakatan.
22

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik 

ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 

maupun dari dua segi.
23

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua 

segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah 

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu 

yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti 

jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas 

adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut 

20
 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 518. 

21
A. Warson Al Munawi, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, (Yogayakarta: Ponpes Al

Munawir, 1984), 1023.
22

 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 127. 
23

 Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 80. 
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pendapat ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah.
24

 Pengertian

akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang 

berakad dengan yang lainnya secara  syara’ pada segi yang tampak 

dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya 

adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan 

ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
25

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan 

qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk 

menunjukkan suatu keridlaandalam berakad di antara dua orang atau 

lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua 

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, 

terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan 

syari’at Islam.
26

Dalam al-Qur’an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang 

berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-’aqdu (akad) dan al-’ahdu 

(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. 

Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau 

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada 

yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali 

24
  Dikutib dalam, Rachmad Syafe’I, Fiqih Muamalah, cet. Ke-2  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2004), 43. 
25

 Ibid., 44. 
26

 Ibid., 45. 
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yang satu.
27

 kata al’-aqdu terdapat dalam surat al- Maidah ayat 1, 

bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut 

Fathurrahman Djamil, istilah al- ’aqdu ini dapat disamakan dengan 

istilah verbintenis dalam KUH Perdata.
28

 Sedangkan istilah al-’ahdu 

dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu 

suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk 

mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.
29

  

1) Sarat dan rukun akad 

a. Sarat-sarat akad 

Ada beberapa syarat yang berkaitan akad,
30

 yaitu: 

1) Sarat terjadinya akad 

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang 

disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak 

memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini 

terbagi atas dua bagian: 

a) Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan 

dengan obyekakad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai 

dengan bentuknya. Dalamakad jual-beli, obyeknya adalah 

barang yang yang diperjualbelikan danharganya. Dalam 

akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utangyang 
                                                           
27

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontektual, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2002), 75. 
28

 Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh 

Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 247-248. 
29

 Ibid., 248. 
30

 Rachmad Syafe’I, Fiqih Muamalah, cet. Ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2004), 64-66. 
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diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad 

dipandang sah,obyeknya harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

 Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujuh tidak dapat menjadi 

obyek akad menurutpendapat kebanyakan Fuqaha’ 

sebab hukum dan akibat akad tidkamungkin bergantung 

pada sesuatu yang belum wujuh. Oleh kerena itu,akad 

salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau 

sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang 

sebagai pengecualian dari ketentuanumum tersebut. 

Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab 

Hambalimemandang sah akad mengenai obyek akad 

yang belum wujuh dalamberbagai macam bentuknya, 

selagi dapat terpelihara tidak akan terjadipersengketaan 

di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau 

belumwujuhnya obyek akad itu, tetapi apakah akan 

mudah menimbulkan sengketa atau tidak. 

 Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha’ sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat

menerima hukumakad tidak dapat menjadi obyek akad.

Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan

harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak
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yangmengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan 

benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak 

memenuhi syarat menjadi obyek akad jualbeli antara 

para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama 

Islam. 

 Dapat diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh

dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini

tidak mesti semua satuan yang akanmenjadi obyek

akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan

sesuai dengan urfI yang berlaku dalam masyarakat

tertentu yang tidakbertentangan dengan ketentuan

agama.

 Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak

harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi

menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada

dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

b) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan

dengan subyek akad.

Dalam hal ini, subyek akad harus sudah aqil 

(berkal), tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari 
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paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, 

ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:
31

 

 Kecakapan (ahliyah), adalah kecakapan seseorang 

untuk memiliki hak (ahliyatul wujub) dan dikenai 

kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasarruf 

(ahjliyatul ada’). 

 Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang 

pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad 

dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan 

 Perwakilan (wakalah) adalah pengalihan kewenagan 

perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang 

kepada orang lain untuk mengambil tindalan tertentu 

dalam hidupnya. 

c) Sarat kepastian hukum 

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum 

dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiya>r  

jual-beli, seperti khiya>r  syarat, khiya>r  ‘aib, dan lain-lain.
32

 

b. Rukun-rukun akad 

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:
33

 

1) Orang yang berakad (‘aqid), contoh: penjual dan pembeli 

                                                           
31

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ed. I, (Jakarata: Kencana, 2005), 55-58. 
32

 Rachmad Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2,2004), 65-66 
33

 Ibid.,45. 
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Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. 

Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah 

terjadi akad manakala tidak ada aqid. 

2) Sesuatu yang diakadkan (ma’qud alaih), contoh: harga atau 

barang. 

(al-Ma’qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda 

yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. 

Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang 

dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, 

dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam 

masalah upah-mengupah dan lain-lain. 

3) Shighat, yaitu ijab dan qobul. 

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua 

belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang 

ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini 

dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan 

tulisan.
34

 

a) Akad dengan ucapan (lafadz) adalah sighat akad yang 

paling banyak digunakan orang sebab paling mudah 

digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu 

ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan 

metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan 

                                                           
34

 Ibid.,46-51. 
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memahamkan para aqid akan maksud akad yang 

diinginkan. 

b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan

dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah

maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan

barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan

keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad

semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini.namun

menurut pendapat imam Syafi’i, akad dengan cara

semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan

serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.
35

c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh

orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatan dalam

hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu

untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan

agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang

mengharuskan adanya akad.

d) Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh Aqid 

dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami

oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan

sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun

demikian menurut ulama syafi’iyyah dan hanabilah tidak

35
 Ibn Al-Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013). 128. 
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membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada 

waktu akad berlangsung.
36

 

3. Pengertian Jual Beli  

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan 

al-bay, menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. menurut etimologi (bahasa) artinya menjual, mengganti.
37

 

Dari penjelasan di atas berarti jual beli dapat dipahami dengan tukar 

menukar barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang 

dengan uang. Tetapi menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian 

tukar menukar barang dengan nilai yang sama atau secara sukarela 

antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. 

Menurut pandangan ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan 

Hambali, jual beli (Al-bay), ialah tukar  menukar harta  dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, sedangkan 

menurut pandangan Sayyid Sabiq bahwa jual beli ialah pertukaran 

harta  dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
38

 

Para ulama mujtahid  sepakat bahwa jual beli dihalalkan, dan 

yang diharamkan adalah riba. Semua imam sepakat bahwa jual beli 

dianggap sah apabila orang yang bertransaksi adalah sudah baligh, 

                                                           
36

 Rachmad Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2,2004), 51. 
37 Wahbah  al-Zuhaily, Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul hayyie al-kattani, dkk, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jilid 5, 25. 
38

 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), 67-68. 
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atas kemauan sendiri, berakal, berhak membelanjakan hartanya. Jual 

beli tidak sah dikarenakan orang tersebut gila atau tidak berakal.
39

 

4. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan suatu sarana membantu yang mana hal 

tersebut adalah untuk memudahkan segala sesuatu kegiatan manusia 

dalam bertransaksi. Adapun dasar hukum jual beli diterangkan oleh 

Allah Swt. Didalam nash al-qur’an sebagai berikut: 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 

ayat 275: 

 وَأَحَلَّ الّلُّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِ 

‚Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‛.
40

 

Dari beberapa ayat al-Qur’an di atas maka dapat dilihat bahwa 

jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga para ulama sepakat 

mengenai jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekan sejak 

jaman nabi Muhammad SAW hingga sekarang. 

5. Rukun dan syarat jual beli 

a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 

1) akad (ijab kabul)  

2) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan  

3) ma’kud alaih (objek akad).
41

 

                                                           
39

 Syeikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dhimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, 
(Bandung: Hasyimi Press, 2010), 214. 
40

 Departemen agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 74. 
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Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual 

beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab 

ijab kabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnyaijab 

dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, 

misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-

menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan 

berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-

tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab 

dan kabul. 

b. Syarat-syarat sah ijab dan kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut: 

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja

setelah penjual menyatakan ijab dan sebalinya.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam

benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual

hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak

beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut

akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah

41
 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa  Adilatuhu, (Lebanon, Darul Fikr, Beirut, 1985), 347 
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melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang 

kafir untuk meendahkan mukmin. 

B. Pengertian Urf 

Kata ‘urf secara etimologi yaitu, sesuatu yang di pandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama 

dengan istilah al-adah (kebiasaan), yaitu: 

 مَااسْتَ قَرَّ فِْ الن َّفُوْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلِ وَتَ لَقَّتْوُ الطَّبَاعُ السَلِيْمَةُ بِلْقَبُ وْلِ 

Artinya: sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi 

dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. 

 

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti         

sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di 

kalangan mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau pantangan-

pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara‟, 

tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam 

pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibanding 

dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh 

masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan 

telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap 

orang yang melanggarnya.
42

 

Contohnya adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia 

berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan 

akad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut al-wald secara 

                                                           
42

 Muin Umar, et al, Ushul Fiqh 1 (Jakarta:Depag RI, 1986), 150. 
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mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan 

mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging 

sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat 

mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma‟, yang 

terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia 

secara umum.
43

1. Macam-Macam ‘Urf 

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam : 

1) Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘Urf al-lafzhi (kebiasaan

yang menyangkut ungkapan) dan al-‘Urf al-amali (kebiasaan yang

berbentuk perbuatan).

a) Al-‘Urf al-Lafzhi 

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 

dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan ‚daging‛ yang 

berarti daging sapi; padahal kata-kata ‚daging‛ mencakup 

seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual 

daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-

macam daging, lalu pembeli mengatakan ‚ saya beli daging 1 kg‛ 

pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan 

43
 Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam (Jakarta:Pustaka Amani 1977), 117. 
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masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata 

daging pada daging sapi. 

b) Al-‘Urf al-‘Amali 

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud 

‚perbuatan biasa‛ adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang 

lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 

satu minggu kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus 

atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat 

dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.  

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah 

kebiasaan masyrakat dalam melakukan akad/transaksi dengan 

cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyrakat dalam berjual beli 

bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah 

pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat 

dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, 

tanpa dibebani biaya tambahan.
44

 

2) Dari segi cakupannya, ‘Urf terbagi dua yaitu al-‘Urf al-‘Am 

(kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘Urf al-Khash (kebiasaan 

yang bersifat khusus). 

 

                                                           
44

 Amir Syariffudin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 84. 
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a) Al-‘Urf Al-‘Am 

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa 

dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang 

yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan 

terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan 

sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini 

dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi 

tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk 

pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, 

seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan 

pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas 

kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani. 

b) Al-‘Urf Al-Khash 

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan 

masyrakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang 

apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli 

dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang 

itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. 

Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi 

terhadap barang tertentu. 
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3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘Urf terbagi

dua. Yaitu al’Urf al-Uhahih (kebiasaan yang dianggap sah)

dan al-‘Urf al- Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a) Al-‘Urf Al-Shahih 

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat 

atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, 

dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. 

Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki 

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini 

tidak dianggap sebagai mas kawin. 

b)  Al-‘Urf Al-Fasid 

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-

dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. 

Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang 

dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara 

sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh 

juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar 

sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan 

perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan 

yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% 

tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari 

sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya 
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yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah 

kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan 

syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ 

tidak boleh saling melebihkan. dan praktik seperti ini 

adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman 

jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi’ah 

(riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, 

kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk 

dalam kategori al-‘Urf al-Fasid
45

C. Pengertian Khiya>r 

Khiya>r dalam bahasa arab adalah memilih atau pilihan. 

Pembahasan Al-Khiya>r menurut ulama fikih dalam permasalahan yang 

denyangkut transaksi ekonomi, sebagai hak untuk kedua belah pihak 

untuk melakukan suatu transaksi (akad) ketika terjadi beberapa 

permasalahan dalam akad tersebut. 

Maka dalam transaksi (akad) juga diberlakukan hak khiya>r (hak 

memilih) oleh syara’ bagi penjual dan pembeli untuk memastikan 

akadnya agar terhindar dari kedhzaliman yang dapat merugikan salah satu 

pihak yang beraada maupun kedua belah pihak.  

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan 

baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Secara termonologi, para 

ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiya>r, antara lain menurut Sayyid Sabiq: 

45
 Abdul Latif Muda, Pengantar Fiqh, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), 43. 
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رُ  طلََبُ  ىُو الخيارُ  الِالْغَاءِ  أَوْ  الِامْضَاءِ  مِنَ  الْلَأمْرَيْنِ  خَي ْ
‚khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa 
meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.‛46

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Khiya>r  

adalah untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli, karena 

terdapat kecacatan pada barang yang dijual atau terdapat perjanjian pada 

saat waktu akad berlangsung. Tujuan adanya khiya>r adalah untuk 

mewujudkan penyelesaian antara kedua belah pihak sehingga tidak 

terjadi penyesalan pada saat akad jual beli sehingga sama sama rela. 

Khiya>r itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan 

memilih antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang 

membutuhkan khiya>r.  Akan tetapi sistem khiya>r ini adakalanya 

menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau dari 

penjual yaitu kalau pedagang mengharap barang daganganya laku, tentu 

tidak senang kalau barang dagangannya dikembalikan lagi sesudah 

dibeli, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi 

sesudah akad jual beli. Maka oleh karena  itu, untuk menetapkan 

syahnya ada khiya>r harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah 

satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau 

kedua belah pihak menghendakinya.47

Untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli 

tersebut, kedua belah pihak dapat diberi hak khiyar. Hak khiya>r 

46
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 164. 

47
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),  408. 
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ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi 

perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, 

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan 

sebaik-baiknya. Status khiya>r, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan 

atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam 

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan 

transaksi.
48

2. Dasar Hukum Khiya>r

Khiya>r hukumnya diperbolehkan bedasarkan Al-quran dan 

sunnah Rasulullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 

An-Nisa ayat 29: 

 تَ راَض   عَنْ  تَِِارةَ   تَكُونَ  أنَْ  إِلاَّ  بِلْبَاطِلِ  نَكُمْ بَ ي ْ  أمَْوَالَكُمْ  تََْكُلُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يَ 
ا بِكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلَا  مِنْكُمْ  رَحِيم 

‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu‛.49

Dalam hadi>s Nabi Saw. beliau bersabda, dalam Sahi<h Bukha>ri> 

kitab al-Buyu>’ No. 1970: 

ثَ نَا بَةُ قُ ت َ  حَدَّ ثَ نَا ي ْ  أنََّوُ  عَلَيْهِوَسَلَّمَ  للَُّّ ا صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  عَنْ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  نََفِع   عَنْ  اللَّيْثُ  حَدَّ
هُمَا وَاحِد   فَكُلُّ  الرَّجُلََنِ  تَ بَايَعَ  إِذَا قاَلَ  يع اأوَْ  وَآَانََ  يَ تَ فَرَّقاَ لَْ  مَا بِلْخيَِارِ  مِن ْ  أَحَدُهُُاَ يَُُيُِّ  جََِ

48
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 129. 

49
 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya,... 83. 
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 تَ بَايَ عَا أَنْ  بَ عْدَ  تَ فَرَّقاَ وَإِنْ  الْبَ يْعُ  وَجَبَ  فَ قَدْ  ذَلِكِ  عَلَى فَ تَ بَايَ عَا الْْخَرَ  أَحَدُهَُُا خَي َّرَ  فإَِنْ  الْْخَرَ 
رُكْ  وَلَْ  هُمَا وَاحِد   يَ ت ْ  الْبَ يْعُ  وَجَبَ  فَ قَدْ  الْبَ يْعَ  مِن ْ
 

‚Perkataan Qutaibah perkataan Lais|u dari Nafi’ dari 
Ibnu‘Umar r.a dari Rasu>lullah Saw, beliau bersabda: ‚Apabila 
dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah 
pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan 
mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari 
keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari 
keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua 
berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan jika 
keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan 
salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, 
maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukha>ri>).50 
 
Dari hadi>s diatas tersebut jelas adanya khiya>r dalam jual beli 

dibolehkan, dikarenakan apabila terjadi ketidakpuasan atau barang 

yang cacat (ai>b) bisa merugikan pembeli. Maka khiya>r  boleh 

dilakukan oleh pembeli. 

2. Syarat Khiya>r 

Untuk menjadikan khiya>r  berlaku telah diberikan beberapa 

syarat sebagai berikut: 

a. Khiya>r berlaku pada saat transaksi jual beli, hal ini dikarenakan 

ada beberapa transaksi yang tidak termasuk kategori jual beli : 

sewa, hibah. 

b. Adanya kerelaan dikedua belah pihak antara penjual dan pembelin 

untuk menentukan suatu akad jual beli. 

c. Terjadinya transaksi dalam suatu tempat. 

                                                           
50 Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, S{ah{i>h{ Bukha>ri>, 120 

no.2110 
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d. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.
51

 

3. Batalnya Khiya>r 

Batalnya  khiyar adanya kemudaratan terdapat beberapa 

kejadian, sebagai bertikut:  

a. Habis waktu  

Khiya>r menjadi gugur setelah habis waktu yang telah 

ditetapkan walaupun tidak ada pebatalan dari khiya>r. 

b. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati. 

Khiya>r  gugur dengan adanya perkara semakna dengan 

mati seperti gila, mabuk, tidur. Akadnya akan menjadi lazim. 

c. Adanya cacat pada barang. 

Jika khiya>r  berasal dari penjual, dan  cacat terjadi dengan 

sendirinya khiyar akan gugur dan jual beli akan batal. Dan jika 

khiya>r  berasal dari pembeli dan adanya cacat dari, khiya>r  gugur, 

jual beli tidak gugur, tetapi  barang berada tangung jawab pada 

pembeli. 

d. Barang rusak ketika khiya>r 

Rusaknya barang dalam kurun waktu khiya>r terdapat 

beberapa masalah, rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli 

atau masih dipegang penjual. 

4. Macam-macam khiya>r 

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari’at Islam 

                                                           
51

 Wahbah  al-Zuhaily, Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, 
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jilid 5, 228. 
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adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, yang disebut juga 

dengan hak khiya>r. Dengan adanya khiya>r maka untuk menyelesakan 

permasalahan dalam transaksi untuk memelihara  kerukunan, 

hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. 

macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun  macam khiyar 

tersebut antar lain: 

a. Khiya>r Majlis 

Khiya>r majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang 

berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada 

dalam majlis akad dan belum berpisah badan. dari  sejak  mulai  

berakad  sampai  sempurna,  berlaku  dan  wajibnya akad. Dengan 

begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan keduanya 

masih berada dalam suatu tempat (majelis) khiya>r majelis boleh 

dilakukan dalam jual beli.
52

 

Perpisahan tersebut diukur sesuai dengan kondisinya. Di 

dalam kios atau took yang kecil, make ukuran berpisah itu adalah 

dengan keluarnya salah seseorang dari mereka. Di dalam toko 

yang besar ukuran berpisah itu adalah dengan berpindahnya salah 

seorang dari merkadari tempat duduknya ketempat yang lain, 

sekitar dua atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-

sama make belum dianggap berpisah dan dengan demikian 

                                                           
52

 Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 83. 
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kesempatan khiya>r masih ada. 

Kata perpishan disini (tafarruq) terjadi bila kedua belah 

pihak memalingkan badan atau berbeda tempat duduk untuk 

meninggalkan tempat transaksi, jaraknya kira-kira jika seseorang 

menyapa orang lain dalam kondisi normal, suaranya tidak 

terdengar.  

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Nafi’, bahwa bila ibnu 

umar membeli sesuatu, dia berjalan beberapa hasta untuk 

mengambil keputusan jual beli, kemudian beliau kembali. 

Perpisahan dalam aturan syari’at bersifat mutlak sehingga ia 

perludibatasi dengan batasan ‚perpisahan‛ yang telah dimaklumi 

bersama, yaitu dengan memalingkan badan atau berpisah secara 

fisik. 

Sementara itu menentukan pilihan (takkhayyur) 

praktiknya seperti ucapan salah satupihak kepada pihak lain. 

‚pilih meneruskan atau membatalkan akad?‛ lalu pihak lain 

berkata  ‚aku pilih meneruskan‛ atau ‚Aku membatalkan akad‛ 

dengan begitu kesemnpatan khiya>r pun habis.
53

 

Khiya>r majlis menuntut mereka terjadi dalam setiap akad 

dengan ketentuan lima syarat yaitu: 

a. Akad mengandung unsur timbal balik dari kedua belah pihak 

seperti bai’. Akad yang tidak unsure tersebut tidsk adanya 

                                                           
53

 Wahbah Zuhaily, Fiqh imam Syafi’i, Terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hafidz, ( Jakarta: 

Al-Mahira, 2010) 676. 
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khiya>r seperti  hibah atau pemberisn orangtua kepada 

anaknya. 

b. Tidak ada yang membatalkan akad yang disebabkan rusaknya 

barang, seperti menjual barang yang bukan miliknya sendiri. 

c. Akad terjadi pada barang yang tetap di antara kedua belah 

pihakatau manfaat sebuah barang yang disebut akad bai’. 

Semisal uang pembayaran dan barang dijual dilakukan oleh 

penjual dan pembeli, sedangkan terjadi pemanfaatan sebuah 

barang contoh meletakkan kayu pada penyangga dinding di 

tanah orang lain. 

d. Di dalam akad tidak ada bentuk kepemilikan secara paksa, 

kecuali akad syuf’ah ( hak kepemilikan secara paksa) karena 

dalam akad ini bentuk kepemilikan barang terjadi terpaksa. 

e. Akad terjadi karena unsure keringanan dari syara’, seperti 

akad hawalah (pemindahan utang) dan qismah (pembagian 

harta yang dimiliki secara bersama-sama)
54

 

Dengan ketentuasn di atas dapat diambil kesimpulan  

bahwa akad yang mengandung khiya>r majlis. Misalnya , akad jual 

beli, akad pesan, akad pemberian imbalan dan akad yang 

mengandung unsur penukaran harta. 

b. Khiya>r Syarat 

                                                           
54

 Muchtar Asmaji, Fiqh Ibadah dan Muamalah (Jakarta, Amzah, 2016), 416-417. 
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Yang dimaksud dengan khiya>r syarat} yaitu hak pilih yang 

ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang 

lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih 

dalam tenggang waktu yang ditentukan.
55

 Dari definisi tersebut 

dapat dipahami bahwa khiya>r syara>t adalah suatu bentuk khiya>r 

dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan 

persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah 

satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya. Sedangkan khiya>r syarat} menentukan, bahwa 

baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai 

secara hukum, setelah tenggang waktu khiya>r yang disepakati itu 

selesai.
56

 

Dalam praktiknya, khiya>r  syarat sah walaupun dari orang 

lain. Misalnya pembeli mengatakan ‚Saya beli barang ini darimu 

dengan syarat khiyar yang saya pasrahkan kepada orang lain‛ 

dalam hal ini terdapat beberapa perincian madzhab fiqh berikut 

ini. 

Menurut madzhab Syafi’i disebutkan bahwa khiya>r syarat 

bisa terjadi melalui penjual dan pembeli atau salah satunya atau 

orang lain. Misalnya  saya jual barang ini dengan syarat khiya>r 

melaui orang tua saya, orang lain yang dibebani  syarat harus jelas 

                                                           
55

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006),  80. 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama,2000, 133. 
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dan diketahui oleh kedua belah pihak.
57

 Orang yang memiliki hak 

khiyar membatalkan akad, baik penjual dan pembeli maupun orang 

lain. Khiya>r yang dipasrahlan kepada orang lain make orang lain 

menjadikan hak keduanya hilang, kecuali jika orang lain itu 

meninggal dunia pada masa khiya>r. 

Menurut madzhab Maliki, khiya>r syarat dapat terjadi 

melalui penjual dan pembeli atau orang lain, atau salah satunya. 

Orang lain yang dipasrahkan khiya>r kepadany mempunyai hak 

untuk memutuskan meneruskan akad atau membatalkan akadnya. 

Keridhaan orang lain sama halnya khiya>r syarat melalui orang lain. 

Misalkan penjual berkata, saya jual ini kepadamu dengan syarat 

ridha dari seseorang. Jadi, sahnya akad  tergantung terhadap 

keridhaan orang tersebut, tetapi jika khiya>r. syarat dikaitkan 

dengan kesepakatan beberapa orang make hak khiya>r tetap berada 

pada orang yang melakukan akad. 

Menurut ulama hanafiyah, khiya>r syarat dapat terjadi pada 

orang yang diwakilkan. Seseorang yang menuyuruh wakilnya 

untuk melakukan jual beli tanpa menyuruh wakilnya untuk 

melakukan khiya>r syarat, ia menetapkan khiya>r syarat untuk orang 

yang mewakilinya untuk diri sendiri atau orang lain make khiya>r  

tersebut sah, tetapi jika hanya disuruh untuk melakukan khiya>r 
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utnuk menyuruhnya namun ia mensyaratkan untuk dirinya sendiri, 

khiya>r  syrata tidak sah. 

Dari uraian di atas dapat diambil intisari bahwa akad yang 

dimasuki khiya>r syarat bisa terjadi melalui penjual, pembeli atau 

salah satunya, atau orang lain. Sah bagi salah satu penjual atau 

pembeli khiya>r untuk dirinya atau orang lain dengan dengan tidak 

mengeluarkan dirinya sendiri. Jika mengeluarkan diri sendiri make 

khiya>r tersebut tidak sah.
58

  

c. Khiya>r ‘Aib 

Khiya>r aib adalah suatu bentuk khiya>r  yang ada cacatnya 

pada barang dan pembeli boleh mengembalikan barang yang 

dibelinya, karena telah mengurangi kualitas barang itu atau 

mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang seperti itu baik 

dan sewaktu akad barang itu ada cacatnya, tetapi pembeli tidak 

tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. 

Arti Khiya>r ’aib menurut ulama fiqih adalah: 

 اَحَدِ  فِ  عَيْب   وُجِدَ  اِذَا اِمْضَاءِهِ  اوَْ  العَقْدِ  فَسْخِ  فِ  الحقَُّ  العَاقِدَيْنِ  لَِِحَدِ  يَكُوْنَ  انَْ 

ابِوِ  بُوُ صَاحِ  يَكُنْ  وَلَْ  البَدْلَيِْ   العَقْدِ  وَقْتَ  عَالِم 

‚Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad 
memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya 
ketika ditemukan aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan 
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alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu 
akad‛59. 
 
Kecacatan suatu barang dapat terjadi karena disebabkan oleh 

dua hal, yaitu sebagai berikut. 

1) Kecacatan yang disengaja dilakukan penjual. Misalnya, susu 

dicampur denagn air; dan minyak samin dicamour dengan 

minyak zaitun. 

2) Kecacatan barang yang terjadi dengan sendirinya. Jenis 

kecacatan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama cacat bagian 

luar, seperti hewan pincang atau tidak mampu mengangkut 

muatan berat. Kedua, cacat bagian dalam seperti buah semangka 

yang busuk bagian dalamnya. 

Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan khiya>r 

adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau 

mengurangi nilai barang itu sendiri. Ukuran ini dapat diketahui 

dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para ahli dagang 

yang sudah profesional. Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan 

tersebut termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya 

khiya>r Tapi, jika mereka tidak menganggap kekurangan tersebut 

suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka 

khiya>r tidak berlaku.  

Jika si pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia 

boleh memilih antara meneruskan akad yaitu dengan mengambil 
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ganti sisa kadar nilai cacat barangnya (dengan membandingkan 

harga barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang cacat) atau 

ia punya pilihan untuk membatakan jual beli tersebut dengan 

mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia 

bayarkan kepada penjual. 

Prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syara’ di atas 

menunjukkan hikmah ajaran Islam yang luhur. Dimana syara’ tidak 

menghendaki adanya pihak yang teraniaya dalam aktivitas 

muamalah. Aktivitas muamalah diharapkan berlangsung dengan 

tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan bagi 

semua pihak. 

Adapun ketentuan-ketentuan dalam khiya>r ’aib adalah 

sebagai berikut: 

1) Waktu Khiya>r ’Aib 

Khiya>r ’aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun 

akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan 

akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau 

ditangguhkan terdapat dua pendapat: Ulama H{anafiah dan 

H{anabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah 

diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak 

diisyaratkan secara langsung, sedangkan ulama Syafi’iyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan 

sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut 
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adat, tidak boleh ditangguhkan. 

Adapun syarat-syarat berlakunya khiya>r aib, menurut para 

ulama fiqh, antara lain
60

: 

1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum 

terjadi serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan 

cacat lama. 

2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat 

ketika akad berlangsung. 

3) Ketika    akad    berlangsung,    pemilik    barang    (penjual)    

tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh 

dikembalikan. 

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 

Khiya>r aib gugur apabila: 
61

 

1) Pemilik hak khiya>r rid}a atau rela setelah mengetahui adanya 

cacat, baik secara jelas diucapkan atau melalui tindakan, seperti 

menggunakan barangnya yang menunjukkan atas kerid}aan 

barang yang cacat, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan 

lain-lain 

2) Menggugurkan  khiya>r,  baik  secara  jelas,  seperti  berkata,  

‚saya gugurkan khiya>r‛. Atau adanya petunjuk, seperti 

membebaskan adanya cacat pada barang. 

3) Barang  rusak  karena  perbuatan  pembeli  atau  berubah  dari  

                                                           
60

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 82 
61

 Rahmad Syafi’I, 119. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

bentuk aslinya. 

4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang 

tersebut dan  bukan  berasal  dari  aslinya  atau  tambahan  yang  

terpisah  dari barang,  tetapi  berasal  dari  aslinya,  seperti  

munculnya  buah  atau lahirnya anak. 

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau 

sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa 

ketentuan yaitu: 

1) Barang rusak sebelum diterima pembeli 

a) Barang  rusak  dengan  sendirinya  atau  rusak  oleh  

penjual, maka jual beli batal. 

b) Barang  rusak  oleh  pembeli,  maka  akad  tidak  batal  

dan pembeli harus membayar. 

c) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah 

batal, tetapi   pembeli   harus   khiyar   antara melanjutkan   

atau membatalkan jual beli. 

2) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli 

Barang rusak  dengan sendirinya atau rusak  yang 

disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual 

beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung 

jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka 

tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya. 

3) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu: 
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a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin 

penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka 

penjual yang bertanggung jawab. 

b) penjual tidak  mengizinkan  untuk memegangnya dan harga 

belum diserahkan, maka akad menjadi batal. 

4) Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli 

a) Tanggung  jawab  bagi  pembeli,  baik  rusak  oleh  

sendirinya ataupun orang lain. 

b) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua 

segi. Jika  dipegang  atas  seizin  penjual,  hukumnya  sama  

seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang 

bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang 

dirusaknya.
62

 

D. Kedudukan Khiya>r dalam Jual Beli 

Hak khiya>r untuk (memilih) dalam jual beli menurut Islam 

dibolehkan, apakah untuk meneruskan jual beli atau tidak 

meneruskan jual beli (membatalkan), karena bergatung pada kondisi 

barang yang diperjualbelikan. 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri khiya>r dalam jual beli menurut 

ulama fikih diperbolehkan, karena untuk keperluan yang mendesak 

untuk mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing pihak 
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yang melakukan transaksi jual beli.
63

 

Pada hakikatnya, akad jual beli diperbolehkan apabila sempura 

syarat dan rukunnya. Khiya>r mempunyai hikmah yaitu untuk 

kemaslahatan antara manusia untuk mengindari penipuan. Semisal 

pembeli, membeli barangnya melalui online, lalu dia mendapatkan 

kiriman barang tersebut dalam keadaan terbungkus. Dan ternyata 

barang tersebut tidak sesuai pesanannya. Salah satu orang tersebut 

menyesali atas pembelian barang tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasannya kita harus 

berhati-hati untuk membeli barang agar tidak terjadi penyesalan 

dalam membeli suatu barang. Oleh karena itu penjual dan pembeli 

diberi hak khiya>r untuk menghindari unsur penipuan.  
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